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SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUK
NOMOR 188/ €8 /SKk/426.12/1994
TENTANRG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENETAPAN .BATAS
WILAYAH DESA/KELURAHAN TINGKAT KABUPA-
TEN DAN TIM PENETAPAN BATAS MiLAYRH DE
SA/KELURAHAN DI KECAMATAN DALAM KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

bahwa sehubungan dengen adanya perubahan struktur Orgs
nisasi peds Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nga;
Juk sebacaimana tertuang delam Peraturan Daerah Habup;
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Nemor 10 Tahun 19825 mat

- ka sebagai upaye tertib administrasi periu menyusun

kembali Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelu-
rahan Tingkat Kabupaten dan Tim Penetapan Batas Wila
yah Desa/Kelurahan di lingkungan Kecamstan dalam Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Surat Keputusan
Bupati Kepsla Daerah.

1. Undeng~-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang-Undeng Nemor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
an Desa -
be Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tshun 1984 tentang Pe

netapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan



5. Per=turan Pemerintah Nemor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinzsi Kegiatzn Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturen Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -

Npganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Orga
nisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
dan Sekretariat Desa Perwzkilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 2

7. Peraturan Dserah Kabupaten Daerah Tingkat II =
Nganjuk Nomor 11.Tahun 1994 tentang Anggaran Pen
depatan den Belanjs Daerah Kabupeten Daerah Ting
kat II Nganjuk Tahun Anggeran 1994 /1985,

MEMPERHATIHAN : 1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990
tenteng Penetapan Batas Desa dan Penataan Wila -

yah Desa/Kelurahan j

o  Surat Menteri Dzlam Negeri tanggal 13 Pebruari
1992 NomoT 146/546/PUDD/ 1992 perihal Penetapan /

Pemasangan Tande Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;

3., Surat Gubernur lepala Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur tanggal 30 Desember 1991 Nomor 146/ 30389 /
013/1991 perihal Penetaspan Tanda Batas dan Peme-
taan Wilayah Desa/lielurahan.

MEMUTUSHKAN :

MENETHPHH& '

PERTHMB . Membentuk Tim Pembina Penetapan Batas Wilayah De-
sa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tim Batas Wila
yah Desa/Kelurahan di Kecamatan dalam Kebupaten
Daerah Tingkst II Nganjuk, dengan susunan keangoo
taan sebageimana tercantum dalam lampiran I dan I

Surat Keputusan ini.




>

KEDUA

KETIGA

: Tugas Tim Pembina Penetapsn Batas Wilayah Desa/Kely

rahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum

pertama Surat Keputusan ini adslah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimtingan/Petunjuk tehnis  kepada
Aparat di Tih;kat Keczmatan dan Desa/Kezlurshan -
dengan memberikan orientesi kepada Unsur - unsur
terkait delam pelaksanaan penetcpan .pengawasan
tandz batas wilayah Desa/Kelurahan ;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
den hasil pelaksanzan penetapan pemasangan Tanda
Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;

3. Melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Bupati
Kepala Daerah Tingkat IT Nganjuk yang akan dite-
ruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur.

Tuges Tim Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di
Kecamztan sebagaimana dimeksud Diktum Pertama Surat
Keputusan ini adalsh sebagai berikut :

a. Mencari/Meneliti dasar Hukum tertulis untuk di
gunakan sebagai‘Pedcmén dalam pelaksanaan pela -
cakan di lapangan ;

b. Melacak ke lokasi sesuai dengan bunyi sumber hu-

kum tersebut ;
c. Membuat berita Acara pelacakan ;

d. Menetapkan/memasang. tanda bates Desa wilayah De=-

sa/Kelurahan sesuai dengan dasar hukum ;

e. Membuat berits acara penetapan/pemasangan tanda
batas sesuai dengan pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 10
Tahun 1984 dan bila dasar hukum tertulis tidak
ada, maka kesepakatan dapat dilakukan dilapahgan
dengan terlebih dahulu melakukan pelacakan serta
membuat berita acars pelscakan ;

f. Melaporkan hasil pelacakan kegiatan penetapan/pg
masangsn tanda betas wilayah Desa/Kelurahan kepg
da Bupati Kepals Daerah Tingkat II Cg. Ketua Tim
Pembine Penetapan Batass Wilsyah Desa/Kelurahan -
Tingkat Kabupaten.
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KEEMPAT : Tim Pembine Penetapen Batas Wilayah Desa/Kelurshan
Tingkat Kabupaten dan Tim Penetapan Batas Wilaysh

Desa/Belurahan di Kecamatan dimaksud Diktum Perta-

/ ma Surat Keputusen ini dalam melesksanzkan tugasnya
berpedoman sebagaimana ketentuan petunjuk dalam

lampiran III Surat Keputusanm ini.

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Beputus
an Bupati Kepala Dzersh Tingkat Nganjuk Nemer 126
Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pembina Penetap
an Batas Wileyah Desa/Kelurahan Tingkat Psbupaten
dan Tim Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurshan di
Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tintkat II Ngan-

juk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

‘& KEENAM : Biaya Pelaksansan Operasional untuk kegiatan Tim
dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II

Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang ber jalan.

KETUJUH :' Surat Keputusan ipi berlaku sejak tanggal ditetap-
kan dengan ketentuan akan segera diadakan perubah-
an sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJIUH

TANGGAL : G JUNl 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
NGANJIUHK

L

/

Eﬂiﬂlﬁﬁi Surat Keputusan ini disampaikan Drs,. SOUETRISNO R.
kepada 3

Vtha Te Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur ;
o, Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah -
111 Kedird . ;
2, S5dr. Ketus DPRD Kabupaten Daerah
Tingket II Nganjuk ;
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10.

1.

12.

13.

Sdre.

Sdre.

Sdr.

Sdre.

Sdr.

Sdre.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Angcgota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tin.kat II Nganjuk

Kepala Kantor Spsial Politik Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Ketua BAPPEDA Kzbupaten Daerah
Tingkat II Ncanjuk j

Kepala ITUILHAB Daerah Tingkatll
Nganjuk H

Pembantu Bupati se Kabupaten Dag

rah Tingkat II Nganjuk

Kepala Kantor Pembangunan Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan
Juk 3

Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ; '
kepsla Bagian Pererintahan Desa
Setwilda Tingkat II Nganjuk
Camzt se Kabupaten Daerah Ting-

kat II Nganjuk ;

Rnggota Tim ysng bersangkutan.
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‘. SEKRETARIS

ANGGOTA
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DAFTAR

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK

NOMDR  : 188/ 65/5k/L426.12/1994
TANGBAL : & JOnN| 1994

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PENETAPAN BATAS
WILAYAH DESA/KELURAHAN KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJURK

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II NGANJURK

ASISTEN I SEKWRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II NGANJURK
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA, SETWILDA TINGKAT LI
NGANJURK

KASUBAG PEN

GEMBANGAN LEMBAGA DESA, PADA BAGIAN PEMERIN-

TAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK

1e

2.

3.
b
5e

KETUA BAPPEDA KABUPATEN DAERAH TINGHKAT II NGANJUK

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN =
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETWILDA TINGKAT II NGANJUK

KEPALA BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II NSANJUK

KEPALA KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II NGANJURK

KEPALA SEKSI PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

NEANJURK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT .
NGANJIUH ’

Drs. SODETRISNO R.
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LAMP IRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAE
RAH TINGKAT II NGALJUK
NOMOR : 188/ 659 /5k/L426.12/199

TANGGAL : 6 JuA ( 1904

. SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PENETAPAN BATAS
WILAYAH DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN  DALAM
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

: CAMAT
1. SEWRETARIS WILAYAH KECAMATAN (SEKWILCAM)
2. KOMANDAN KOMANDO hRYDN MILITER
3., KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN

5., BEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN

€. KETUA LKMD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
GANJUH

Vs =ETE

Drs. SOETRISND R.



I.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR . 188/ G5 /Sk/L26.12/199L

PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS DAN PE
NATAAN WILAYAH DESA / KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK

PENGERTIAN

e

Batas Wilayah Desa/Kelurahan adalah Tanda Pemisah antara -
Desa/Kelurahan dengan batas Desa/Kelurshan lain yang ber
sebelahan/berbatasan, baik berupa tanda alam mzupun tanda

buatan.

Batas_.alam adalah Unsur-unsur alami seperti Gunung, Sungai
pantail, danau dan sebagainya yang dinyetakan atau ditetap-

kan sebagsi Batas Wilaysh Desa/Kelurahan.

Batas EBuaten adelah Unsur-unsur buatan manueia seperti pi
lar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan seba-
gainya yeng dinyatakan atau ditetepkan sebagai betas wila-

yah Desa dan Kelurahan.

Batas Wilayah Desa/Kelurahan antar Kecamatan disebut Bstas
Wilayah Kecametaen, meka kewenangan dalam penctapan/pema -
sangan tenda batasnya menjadi tanogung jawab Camat yang -
bersangkutan dengan memperhotikan Desa/Kelurahan yang ber

batasan.

Batas Wilayah Desa/Kelurahan antar Kebupaten Daerah Ting-
kat II disebut Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
maka kewenangan dalam penetapan/pemasangan tanda batasnya

menjadi tanggung jawab Bupati Kepala Daerah TingkatII yang
bersangkutan dengan memperhatikan DESa/Heiurahan dan Keca-

matan yang berbatasan.

Peta Wilayah Desa/Kelurahan sdalah gambaran Unsur secara-
Visual mengenai kondisi Geogravis Wilayah Pesa/Belurahan-
secara lengkap dengan judul peta, skala peta legenda peta

dan kardinalnya.



II.

T

U

Skala peta, adalah perbandingan antar luas Wilayah Desa/
Kelurahan yang sebenarnya dilapangan..

Legenda peta, adalah keterangan yang menunjuk batas _wag
na Wilayah Desa/Kelurahan, tidak koordinasi jalan jem -
batan serta penggunaan dan sebagalinya yang tergambar da

1am bentuk simbul-simbul tertentu.

u AN

1e

Menciptakan terwujudnya batas Wilayah Desa/Kelurahan -
yang pasti sebagal salzh satu syarat yang sangat strate-
gis dalam memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan

dinamis.

Menciptakan keseragaman secara Nasional dalam pembuatan
peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan di
seluruh Indonesia termasuk judul Peta, Skala Peta dan
legenda serta warna yang digunakan.

Menjaga tetap terpelibharanya tertib penyelenggaraan Pemg
rintaban Desa/Kelurahan termesuk tertib masyarakat vyang
sehat dan dinamis dalam menunjang proses pembangunan Na-

sional.

.Memudehkan Pengawasan dolam Pengamatan secara efektif mg

ngenail situasi dan kondisi Wilayah Masing-masing Desa /

Kelurehan melalui Peta Wilayah guna pengambilan dan PQQE

tapan kebijaksanaan dalam penyenggarasn Pemerintahan, -
Pembangunan dan Pembinaan/Pelayanan Masyarakat,  baik
oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah atasannya.

III. PELAKSANAAN :

1. Penetapsn batas Wilayah Desa/Kelurshan :

8. Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan dilakukan secg
ra bertahap, yaitu :
1. Tahap Pertama meliputi semua Desa/Kelurahan  peda
Pusat Pemerintahan Kecamatan dan sekitarnya.
2. Tahap Kedua meliputi semua Desa/Kelurahsn diluar -
Wilayah yang tersebut pada Sub. 1 diatas.




dengan perbandingan 1 j 2.500 s/d 100,000 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT/IA
NGANJUHK




